
MENTERIKEUANGAN 
REPUBLIK INDONESIA 

SALIN AN 

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

Menimbang 

DISTRIBUSI II  

NO MOR 193/PMK.07/2018 

TENT ANG 

PENGELOLAAN DANA DESA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

a .  bahwa ketentuan pengelolaan Dana Desa telah diatur 

dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

1 99/PMK. 07/20 1 7  tentang Tata Cara Pengalokasian 

Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan 

Rincian Dana Desa Setiap Desa dan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 50/PMK. 07 /20 1 7  tentang Pengelolaan 

Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 1 2 1 /PMK.07 /20 1 8  tentang Perubahan 

Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

50 / PMK. 07/20 1 7 ten tang Pengelolaan Transfer ke 

Daerah dan Dana Desa; 

b .  bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (6) 

Undang-Undang Nomor 1 2  Tahun 20 1 8  tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 

Anggaran 20 1 9, ketentuan lebih Ianjut mengenai tata 

cara penghitungan rincian Dana Desa setiap desa diatur 

dengan Peraturan Menteri Keuangan; 
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c .  bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan 

akuntabilitas pengelolaan Dana Desa dan mengatur 

lebih Ianjut tata cara penghitungan rincian Dana Desa 

setiap desa, perlu mengatur kembali ketentuan 

mengenai pengelolaan Dana Desa; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c dan 

un tuk melaksanakan keten tuan Pas al 1 4 ,  Pas al 1 8 , 

Pasal 23 ,  Pasal 24 ayat (4) , Pasal 27 ayat (6) , dan 

Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 20 1 4  

tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja  Negara sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 20 1 6  tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 20 1 4  

tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja  Negara, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana 

Desa; 

1 .  Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 1 66 ,  Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 49 1 6);  

2 .  Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 20 1 4  tentang 

Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 20 1 4  Nomor 1 68 ,  Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir kali dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 20 1 6  (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 20 1 6  Nomor 57,  

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

N omor 5864) ; 
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MEMUTUSKAN : 

PERA TURAN MENTER! 

PENGELOLAAN DANA DESA. 

KEUANGAN 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

TENT ANG 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 

1 .  Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya 

disingkat TKDD adalah bagian dari Belanj a Negara yang 

dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja  

Negara kepada Daerah dan Desa dalam rangka 

mendanai pelaksanaan urusan yang telah diserahkan 

kepada Daerah dan Desa. 

2 .  Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah 

adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang 

kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1 945 .  

3 .  Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau wali 

kota, dan perangkat daerah se bagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah . 

4 .  Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah 

kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas­

batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus 

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 

setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan 

aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

5 .  Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provms1 

atau bupati bagi daerah kabupaten atau wali kota bagi 

daerah kota. 

6 .  Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut 

dengan nama lain di ban tu perangkat Desa sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Desa. 
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7 .  Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut 

dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah 

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas 

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 

urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat 

setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal 

usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan 

dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

8 .  Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan 

bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan 

dan Belanja  Daerah kabupaten/ kota dan digunakan 

untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, 

pelaksanaan pembangunan, pembinaan 

kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 

9 .  Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang 

akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang 

besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari 

anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa 

secara nasional . 

1 0 .  Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan 

memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat 

tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin 

tinggi . 

1 1 . Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan 

memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka 

kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat 

kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/ kota. 

1 2 .  Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya 

disingkat IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat 

kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat 

kemahalan harga prasarana fisik secara relatif 

antarDaerah . 

1 3 .  Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya 

disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan 

tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan 
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variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi 

infrastruktur, transportasi, dan komunikasi . 

1 4 .  lndikasi Kebutuhan Dana Desa adalah indikasi dana 

yang perlu dianggarkan dalam rangka pelaksanaan 

Dana Desa. 

1 5 .  Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang 

selanjutnya disingkat PA BUN adalah pejabat pemegang 

kewenangan penggunaan 

negara / lem bag a. 

anggaran kementerian 

1 6 .  Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum 

Negara yang selanjutnya disingkat PPA BUN adalah unit 

organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang 

ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan bertanggung 

jawab atas pengelolaan anggaran yang berasal dari 

Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara. 

1 7 .  Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang 

selanjutnya disingkat BA BUN adalah bagian anggaran 

yang tidak dikelompokkan dalam bagian anggaran 

kementerian negara/ lembaga. 

1 8 .  Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara 

yang selanjutnya disingkat KPA BUN adalah satuan kerja  

pada masihg-masing PPA BUN baik di  kantor pusat 

maupun kantor daerah atau satuan kerja  di kementerian 

negara/ lembaga yang memperoleh penugasan dari 

Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan 

dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal 

dari BA BUN .  

1 9 .  Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara U m  urn 

Negara yang selanjutnya disingkat DIPA BUN adalah 

dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh PPA 

BUN . 

20 .  Rencana Kerja  dan Anggaran Bendahara Umum Negara 

Dana Desa yang selanjutnya disebut RKA BUN Dana 

Desa adalah dokumen perencanaan anggaran BA BUN 

yang memuat rincian kebutuhan dana desa tahunan 

yang disusun oleh KPA BUN Transfer Non Dana 

Perimbangan . 
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2 1 .  Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara 

Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya 

disebut RDP BUN TKDD adalah dokumen perencanaan 

anggaran BA BUN yang merupakan himpunan RKA BUN 

Transfer ke Daerah dan Dana Desa. 

2 2 .  Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang 

selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal 

Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh 

kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk 

melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum 

Negara. 

2 3 .  Anggaran Pendapatan dan Belanja  Negara yang 

selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan 

tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh 

Dewan Perwakilan Rakyat. 

24 .  Anggaran Pendapatan dan Belanja  Daerah yang 

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 

tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah . 

2 5 .  Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat 

RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang 

negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku 

Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh 

penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran 

negara pada bank sen tral . 

26 .  Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat 

RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang 

daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau 

walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah 

dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank 

yang ditetapkan. 

27 .  Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD 

adalah rekening tern pat peny1mpanan uang 

Pemerintahan Desa yang menampung seluruh 

penenmaan Desa dan untuk membayar seluruh 

pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan . 
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2 8 .  Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya 

disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh 

KPA BUN/ Pejabat Pembuat Komitmen, yang berisi 

permintaan pembayaran tagihan kepada negara. 

29 . Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat 

SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh KPA 

BUN/ Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar 

atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana 

yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang 

dipersamakan . 

30 .  Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya 

disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan 

oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku 

Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan 

pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM . 

3 1 .  Pejabat Pembuat Komitmen Bendahara Umum Negara 

yang selanjutnya disingkat PPK BUN adalah pejabat yang 

diberi kewenangan oleh PA BUN/ PPA BUN/ KPA BUN 

untuk mengambil keputusan dan/ atau melakukan 

tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran 

anggaran Transfer ke Daerah . 

32 . Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar 

Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat 

PPSPM BUN adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh 

PA BUN / PPA BUN / KPA BUN untuk melakukan 

penguJian atas permintaan pembayaran dan 

menerbitkan perintah pembayaran . 

BAB II 

RUANG LINGKUP PENGELOLAAN DANA DESA 

Pasal 2 

Ruang lingkup pengelolaan Dana Desa, meliputi : 

a. penganggaran; 

b .  pengalokasian; 

c .  penyaluran; 

d. penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan; 
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e .  pedoman penggunaan; dan 

f. pemantauan serta evaluasi . 

BAB III 

PENGANGGARAN 

Pasal 3 

( 1 )  Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan selaku PPA 

BUN Pengelolaan TKDD menyusun Indikasi Kebutuhan 

Dana Desa. 

(2) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 

menyampaikan Indikasi Kebutuhan Dana Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  kepada Direktorat 

Jenderal Anggaran paling lambat bulan Februari . 

(3) Penyusunan dan penyampaian Indikasi Kebutuhan 

Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  dan 

ayat (2) berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan 

mengenai tata cara perencanaan, penelaahan, dan 

penetapan alokasi BA BUN, dan pengesahan DIPA BUN . 

(4) Indikasi Kebutuhan Dana Desa sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1 ) ,  disusun dengan memperhatikan : 

a. persentase Dana Desa yang ditetapkan dalam 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b .  kinerja  pelaksanaan Dana Desa; dan 

c .  kemampuan keuangan negara. 

Pasal 4 

Indikasi Kebutuhan Dana Desa sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 digunakan sebagai dasar penganggaran Dana 

Desa dan penyusunan arah kebijakan serta alokasi Dana 

Desa dalam N ota Keuangan dan rancangan APBN.  

Pasal 5 

( 1 )  Berdasarkan penganggaran Dana Desa sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 ,  Direktorat Jenderal 

Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan 

rincian Dana Desa setiap Daerah kabupaten/ kota. 
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(2) Rincian Dana Desa setiap Daerah kabupaten / kota 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  dialokasikan 

secara merata dan berkeadilan berdasarkan : 

a. Alokasi Dasar; 

b. Alokasi Afirmasi; dan 

c .  Alokasi Formula. 

(3)  Pagu Alokasi Dasar dihitung sebesar 72% (tujuh puluh 

dua persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara 

merata kepada setiap Desa. 

(4) Pagu Alokasi Afirmasi dihitung sebesar 3% (tiga persen) 

dari anggaran Dana Desa dibagi secara proporsional 

kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang 

mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi . 

(5) Pagu Alokasi Formula dihitung sebesar 25% (dua puluh 

lima persen) dari anggaran Dana Desa dibagi 

berdasarkan jumlah penduduk Desa, angka penduduk 

miskin Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan 

geografis Desa dengan bobot sebagai berikut: 

a. 1 0% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk; 

b .  50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan; 

c .  1 5% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan 

d. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat 

kesulitan geografis . 

(6) Status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersumber dari 

data indeks desa membangun yang diterbitkan oleh 

kementerian yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang Desa. 

(7) Data jumlah penduduk miskin sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4) bersumber dari lembaga yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

statistik atau kementerian yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang sosial . 

(8) Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki 

jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4) merupakan Desa tertinggal dan Desa 

sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin 
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terbanyak yang berada pada kelompok desa pada desil 

ke 8 (delapan) , 9 (sembilan) , dan 1 0  (sepuluh) 

berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh 

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan . 

(9) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis 

Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masing­

masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa 

dan IKK Daerah kabupaten/ kota. 

( 1 0) Data indeks desa membangun sebagaimana dimaksud 

pada ayat (6) dan data jumlah penduduk miskin 

sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan 

kepada Menteri Keuangan c .q . Direktur Jenderal 

Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Agustus 

sebelum tahun anggaran berjalan . 

( 1 1 )  Dalam hal data indeks desa membangun sebagaimana 

dimaksud pada ayat (6) dan data jumlah penduduk 

miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak 

disampaikan sampai dengan batas waktu sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1 0) ,  penghitungan rincian Dana 

Desa setiap Daerah kabupaten / kota menggunakan data 

yang digunakan dalam penghitungan rincian Dana Desa 

setiap Daerah kabupaten / kota tahun anggaran 

sebelumnya. 

Pasal 6 

( 1 )  Rincian Dana Desa setiap Daerah kabupaten / kota 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disampaikan oleh 

Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada saat 

Pembahasan Tingkat I Nata Keuangan dan rancangan 

Undang-Undang mengenai APBN untuk mendapat 

persetujuan . 

(2) Rincian Dana Desa setiap Daerah kabupaten/ kota yang 

telah disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  

menjadi dasar penganggaran Dana Desa yang tercantum 

dalam Undang-Undang mengenai APBN.  
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(3) Rincian Dana Desa setiap Daerah kabupaten / kota 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam 

Peraturan Presiden mengenai rincian APBN . 

BAB IV 

PENGALOKASIAN 

Bagian Kesatu 

Pengalokasian Dana Desa Setiap Daerah Kabupaten / Kota 

Pasal 7 

Pengalokasian rmcian Dana Desa setiap Daerah 

kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 

(2) dan ayat (3) dihitung dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut: 

DD Kab/ Kota 

Keterangan : 

AD Kab/ Kota + AA Kab/ Kota + AF 

Kab/ Kota 

DD Kab/ Kota = Dana Des a setiap Daerah 

kabupaten / kota 

AD Kab/ Kota Alokasi Dasar setiap Daerah 

kabupaten/kota 

AA Kab/ Kota Alokasi Afirmasi setiap Daerah 

kabupaten / kota 

AF Kab/ Kota Alokasi Formula setiap Daerah 

kabupaten / kota 

Pasal 8 

( 1 )  Besaran Alokasi Dasar setiap Daerah kabupaten / kota 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dihitung dengan 

cara mengalikan Alokasi Dasar setiap Desa dengan 

jumlah Desa di Daerah kabupatan/ kota. 

(2) Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1 )  dihitung dengan cara membagi pagu Alokasi 

Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) 

dengan jumlah Desa secara nasional . 
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(3) Jumlah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

merupakan data jumlah Desa yang disampaikan oleh 

Kementerian Dalam Negeri kepada Kementerian 

Keuangan . 

Pasal 9 

( 1 )  Besaran Alokasi Afirmasi setiap Daerah kabupaten/kota 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dihitung dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

AA Kab/ Kota (AA DST x DST Kab/ Kota) + (AA DT x 

DT Kab/ Kota) 

Keterangan : 

AA Kab/ Kota = Alokasi Afirmasi 

kabupaten/ kota 

setiap Daerah 

AA DST besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa 

sangat tertinggal yang memiliki 

jumlah penduduk miskin tinggi 

DST Kab/ Kota = jumlah Desa sangat tertinggal yang 

AA DT 

memiliki jumlah penduduk miskin 

tinggi di Daerah kabupaten/ kota 

= besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa 

tertinggal yang memiliki jumlah 

penduduk miskin tinggi 

DT Kab / Kota = jumlah Desa tertinggal yang memiliki 

jumlah penduduk miskin tinggi di 

Daerah kabupaten/ kota 

(2) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa tertinggal yang 

memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1 )  dihitung sebesar 1 (satu) kali 

Alokasi Afirmasi setiap Desa. 

(3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa sangat tertinggal 

yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung 

sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa. 

(4) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dan ayat (3) dihitung dengan rumus sebagai 

berikut: 
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AA Desa 

Keterangan: 

AA Desa 

DD 

DST 

DT 

- 1 3  -

(0 ,03 x DD) / {(2 x DST) + ( 1  x DT)} 

= Alokasi Afirmasi setiap Desa 

= pagu Dana Desa nasional 

= jumlah Desa sangat tertinggal yang 

memiliki jumlah penduduk miskin 

tinggi 

= jumlah Desa tertinggal yang memiliki 

jumlah penduduk miskin tinggi 

Pasal 1 0  

( 1 )  Besaran Alokasi Formula setiap Daerah kabupaten / kota 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dihitung dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

AF Kab/ Kota {(O , 1 0  x Y l )  + (0 ,50  x Y2) + (0,  1 5  x Y3) 

+ (0 ,25  x Y4)} X (0 ,25  x DD) 

Keterangan : 

AF Kab/ Kota 

Y l  

Y2 

Y3 

Y4 

= Alokasi Formula 

kabupaten / kota 

setiap Daerah 

rasio jumlah penduduk Desa setiap 

Daerah kabupaten/ kota terhadap 

total penduduk Desa nasional 

rasio jumlah penduduk miskin Desa 

setiap Daerah kabupaten / kota 

terhadap total penduduk miskin Desa 

nasional 

rasio luas wilayah Desa setiap Daerah 

kabupaten / kota terhadap total luas 

wilayah Desa nasional 

rasio IKK Daerah kabupaten/ kota 

terhadap total IKK Daerah 

kabupaten/ kota yang memiliki Desa 

(2) Data jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, 

luas wilayah Desa, dan IKK Daerah kabupaten/ kota 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  bersumber dari 

Kementerian Dalam Negeri, kementerian yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
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sosial, dan/ atau lembaga yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang statistik. 

(3) Data jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, 

luas wilayah Desa, dan IKK Daerah kabupaten / kota 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh 

Kementerian Dalam Negeri, kementerian yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

sosial, dan/ atau lembaga yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang statistik kepada Menteri 

Keuangan c .q . Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan 

paling lambat bulan Agustus sebelum tahun anggaran 

berjalan . 

(4) Dalam hal data jumlah penduduk Desa, angka 

kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan IKK Daerah 

kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

tidak disampaikan sampai dengan batas waktu 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) , penghitungan 

rincian Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota 

menggunakan data yang digunakan dalam 

penghitungan rmcian Dana Desa setiap Daerah 

kabupaten/ kota tahun anggaran sebelumnya. 

(5) Dalam hal data jumlah penduduk Desa, angka 

kemiskinan Desa, dan luas wilayah Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, penghitungan 

rincian Dana Desa dapat menggunakan data Desa induk 

secara proporsional atau data yang bersumber dari 

Pemerintah Daerah . 

(6) Data jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, 

dan luas wilayah Desa yang bersumber dari Pemerintah 

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

disampaikan oleh bupati/wali kota kepada Menteri 

Keuangan c .q . Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan 

paling lambat bulan Agustus sebelum tahun anggaran 

berjalan . 
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Bagian Kedua 

Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa 

Pasal 1 1  

( 1 )  Berdasarkan nnc1an Dana Desa setiap Daerah 

kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 

ayat (3) , bupati/wali kota melakukan penghitungan 

rincian Dana Desa setiap Desa. 

(2) Rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1 )  dialokasikan secara merata dan 

berkeadilan berdasarkan : 

a. Alokasi Dasar setiap Desa; 

b .  Alokasi Afirmasi setiap Desa; dan 

c .  Alokasi Formula setiap Desa. 

Pasal 1 2  

( 1 )  Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1 1  ayat (2) huruf a dihitung 

dengan cara membagi Alokasi Dasar setiap Daerah 

kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 

ayat ( 1 )  dengan jumlah Desa di Daerah kabupaten/ kota 

yang bersangkutan . 

(2) Dalam hal jumlah Desa di Daerah kabupaten/ kota 

berbeda dengan data jumlah Desa yang disampaikan 

oleh Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 8 ayat (3) , bupati/wali kota menyampaikan 

pemberitahuan mengenai perbedaan jumlah Desa 

tersebut kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan 

kepada Menteri Keuangan c . q . Direktur Jenderal 

Perimbangan Keuangan . 

(3) Dalam hal jumlah Desa di Daerah kabupaten/ kota lebih 

sedikit dibandingkan dengan data jumlah Desa yang 

disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) , 

bupati/wali kota menghitung dan menetapkan rincian 

Dana Desa setiap Desa berdasarkan rincian Dana Desa 

setiap Daerah kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud 
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dalam Pasal 6 ayat (3) setelah dikurangi dengan jumlah 

Alokasi Dasar untuk selisih jumlah Desa dimaksud . 

(4) Dalam hal jumlah Desa di Daerah kabupaten/ kota lebih 

banyak dibandingkan dengan data jumlah Desa yang 

disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) , 

bupati/wali kota menghitung dan menetapkan rincian 

Dana Desa setiap Desa berdasarkan data jumlah Desa 

yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri . 

Pasal 1 3  

( 1 )  Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1 1  ayat (2) huruf b dihitung 

sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) sampai dengan 

ayat (4) . 

(2) Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  

diberikan kepada Desa tertinggal dan Desa sangat 

tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (8) . 

(3) Menteri Keuangan c .q . Direktur Jenderal Perimbangan 

Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan 

mengena1 daftar Desa tertinggal dan Desa sangat 

tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada 

bupati/ wali kota. 

Pasal 1 4  

( 1 )  Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1 1  Ayat (2) huruf c dihitung 

dengan bobot sebagai berikut: 

a. 1 0% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk; 

b .  50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan; 

c .  1 5% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan 

d. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat 

kesulitan geografis.  

(2) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1 )  dihitung dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut: 
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Keterangan : 

AF Desa 

Z l  

Z2 

Z3 

Z4 

- 1 7  -

{(O , 1 0  x Z l )  + (0 ,50  x Z2) + (0 ,  1 5  x Z3) + 

(0 ,25  x Z4)} x AF Kab/ Kota 

Alokasi Formula setiap Desa 

rasio jumlah penduduk setiap Desa 

terhadap total penduduk Desa Daerah 

kabupaten/ kota 

rasio jumlah penduduk miskin setiap 

Desa terhadap total penduduk miskin 

Desa Daerah kabupaten/ kota 

rasio luas wilayah setiap Desa terhadap 

total luas wilayah Desa Daerah 

kabupaten/ kota 

rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa 

Daerah kabupaten/ kota 

AF Kab/ Kota = Alokasi Formula setiap Daerah 

kabupaten/ kota 

(3) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis 

Desa, masing-masing ditunjukkan oleh jumlah 

penduduk miskin desa dan IKG Desa. 

(4) IKG Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun 

dan ditetapkan oleh bupati/wali kota berdasarkan data 

dari lembaga yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang statistik. 

Pasal 1 5  

( 1 )  Tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa 

setiap Desa ditetapkan dengan peraturan bupati/wali 

kota. 

(2) Peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1 ) ,  paling sedikit mengatur mengenai : 

a. jumlah Desa; 

b .  tata cara penghitungan pembagian Dana Desa ke 

setiap Desa; 

c .  penetapan rincian Dana Desa; 

d .  mekanisme dan tahap penyaluran Dana Desa; 

e .  prioritas penggunaan Dana Desa; 
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f. penyusunan dan penyampaian laporan realisasi 

penggunaan Dana Desa; dan 

g. sanksi administratif. 

(3) Bupati/wali kota menyampaikan peraturan bupati/wali 

kota sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  disertai 

dengan softcopy kertas kerja  penghitungan Dana Desa 

setiap Desa kepada Kepala KPPN setempat dengan 

tembusan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur 

Jenderal Perimbangan Keuangan, gubernur, Menteri 

Dalam Negeri, menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang Desa, dan kepala Desa. 

BAB V 

PENYALURAN 

Bagian Kesatu 

Kuasa Pengguna Anggaran 

Pasal 16 

( 1 )  Untuk pelaksanaan penyaluran Dana Desa, Menteri 

Keuangan selaku PA BUN Pengelolaan TKDD 

menetapkan : 

a. Direktur Pembiayaan dan Transfer Non Dana 

Perimbangan sebagai KPA BUN Transfer Non Dana 

Perimbangan; dan 

b .  Kepala KPPN sebagai KPA Penyaluran DAK Fisik dan 

Dana Desa. 

(2) Direktur yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang 

pelaksanaan anggaran pada Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan ditetapkan sebagai koordinator KPA 

Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa. 

(3) Kepala KPPN sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  

huruf b merupakan Kepala KPPN yang wilayah kerjanya 

meliputi Daerah kabupaten/ kota penerima alokasi Dana 

Desa. 
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(4) Dalam hal KPA BUN sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1 ) huruf a berhalangan tetap, Menteri Keuangan 

menunjuk Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan 

Keuangan sebagai pelaksana tugas KPA BUN Transfer 

Non Dana Perimbangan .  

(5 )  Dalam hal KPA sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) 

huruf b berhalangan tetap, Menteri Keuangan menunjuk 

Pejabat Eselon IV pada KPPN atau Pejabat Eselon III pada 

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan 

yang men j adi pelaksana tu gas Kepala KPPN se bagai 

pelaksana tugas KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana 

Desa. 

(6) Tugas dan fungsi KPA BUN Transfer Non Dana 

Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  

huruf a sesuai dengan tugas dan fungsi KPA BUN dalam 

ketentuan peraturan perundang-undangan . 

(7) Tugas dan fungsi Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran 

DAK Fisik dan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1 )  huruf b sebagai berikut: 

a. menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen dan 

Pejabat Penanda tangan SPM;  

b .  melakukan verifikasi atas dokumen persyaratan 

penyaluran Dana Desa; 

c .  melaksanakan penyaluran Dana Desa; 

d. menyusun dan menyampaikan laporan realisasi 

penyaluran Dana Desa kepada PPA BUN 

Pengelolaan TKDD melalui Koordinator KPA 

Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa; 

e. menatausahakan dan menyampaikan laporan 

konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian 

output Dana Desa kepada PPA BUN Pengelolaan 

TKDD melalui Koordinator KPA Penyaluran DAK 

Fisik dan Dana Desa; 

f. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan 

atas pelaksanaan anggaran kepada PPA BUN 

Pengelolaan TKDD melalui Koordinator KPA 
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Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 

g.  menyusun dan menyampaikan proyeksi penyaluran 

Dana Desa sampai dengan akhir tahun kepada 

Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana 

Desa. 

(8) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (7) huruf c, menggunakan aplikasi yang disediakan 

oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan . 

(9) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (7) huruf d sampai dengan huruf f dan proyeksi 

penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) 

huruf g merupakan satu kesatuan dengan penyampaian 

laporan dan proyeksi penyaluran Dana Desa. 

( 1 0) Tugas dan fungsi Koordinator KPA sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) , sebagai berikut: 

a. menyusun dan menyampaikan konsolidasi laporan 

realisasi penyaluran Dana Desa kepada PPA BUN 

Pengelolaan TKDD;  

b .  menyusun dan menyampaikan rekapitulasi laporan 

konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output 

Dana Desa kepada PPA BUN Pengelolaan TKDD;  

c .  menyusun dan menyampaikan konsolidasi laporan 

keuangan atas pelaksanaan anggaran kepada PPA 

BUN Pengelolaan TKDD sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

d .  menyelaraskan dan menyampaikan data transaksi 

dengan sistem aplikasi terintegrasi kepada PPA BUN 

Pengelolaan TKD D ;  

e .  menyampaikan bukti penyaluran elektronik kepada 

PPA BUN Pengelolaan TKDD;  dan 

f. menyusun proyeksi penyaluran Dana Desa sampai 

dengan akhir tahun berdasarkan rekapitulasi 

laporan dari KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana 

Des a melalui aplikasi Cash Planning Information 

Network (CPIN) . 
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( 1 1 )  KPA BUN Transfer Non Dana Perimbangan dan KPA 

Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1 )  tidak bertanggung jawab atas 

penggunaan Dana Desa oleh Pemerintah Daerah dan 

Pemerintah Desa. 

Bagian Kedua 

Dokumen Pelaksanaan Penyaluran 

Paragraf 1 

DIPA 

Pasal 1 7  

( 1 )  KPA BUN Transfer Non Dana Perimbangan menyusun 

RKA BUN Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan . 

(2) RKA BUN Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 

( 1 )  disusun berdasarkan Peraturan Presiden mengenai 

rincian APBN.  

(3 )  RKA BUN Dana Desa sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1 ) disampaikan oleh KPA BUN Transfer Non Dana 

Perimbangan kepada Inspektorat Jenderal Kementerian 

Keuangan selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah 

Kementerian/ Lembaga untuk direviu . 

(4) RKA BUN Dana Desa yang telah direviu sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai salah satu 

dasar penyusunan RDP BUN TKDD . 

(5) Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKDD menetapkan RDP 

BUN TKDD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan 

menyampaikan kepada Direktorat Jenderal Anggaran 

untuk dilakukan penelaahan . 

(6) Hasil penelaahan atas RDP BUN TKDD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (5) berupa Daftar Hasil Penelaahan 

RDP BUN TKDD . 

(7) KPA BUN Transfer Non Dana Perimbangan menyusun 

DIPA BUN Dana Desa berdasarkan RDP BUN TKDD yang 

telah ditelaah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) . 
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(8) DIPA BUN Dana Desa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (7) disampaikan oleh Pemimpin PPA BUN TKDD 

kepada Direktur Jenderal Anggaran . 

(9) Direktur Jenderal Anggaran mengesahkan DIPA BUN 

Dana Desa berdasarkan hasil penelaahan atas RDP BUN 

TKDD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) . 

( 1 0) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan selaku 

Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKDD menyampaikan 

DIPA/ DIPA Petikan BUN Dana Desa kepada KPA 

Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa. 

( 1 1 )  DIPA/ DIPA Petikan BUN Dana Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1 0) digunakan sebagai dasar 

pelaksanaan kegiatan satuan kerja  BUN dan pencairan 

dana/ pengesahan bagi BUN/ Kuasa BUN . 

( 1 2) DIPA BUN Dana Desa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (7) sampai dengan ayat ( 1 1 )  merupakan satu 

kesatuan dengan DIPA BUN DAK Fisik dan Dana Desa. 

Pasal 1 8  

( 1 ) KPA BUN Transfer Non Dana Perimbangan dapat 

menyusun perubahan DIPA BUN Dana Desa. 

(2) Penyusunan perubahan DIPA BUN Dana Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilaksanakan 

sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai 

tata cara revisi anggaran . 

Paragraf 2 

SPP, SPM, dan SP2D 

Pasal 1 9  

( 1 ) PPK BUN menggunakan DIPA/ DIPA Petikan Dana Desa 

sebagai dasar penerbitan SPP. 

(2) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  digunakan 

oleh PPSPM BUN sebagai dasar penerbitan SPM . 

(3) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan 

sebagai dasar penerbitan SP2D . 
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Bagian Ketiga 

Penyaluran 

Paragraf 1 

Penyaluran dari RKUN ke RKUD 

Pasal 20  

( 1 )  Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara 

pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD untuk 

selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke 

RKD . 

(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1 ) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

a.  tahap I paling cepat bulan J anuari dan paling 

lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua 

puluh persen) ; 

b .  tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat 

minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat 

puluh persen) ; dan 

c .  tahap I I I  paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat 

puluh persen) . 

(3) Dalam hal Pemerintah Daerah memiliki predikat kinerja  

baik dalam penyaluran Dana Desa tahun anggaran 

sebelumnya, penyaluran Dana Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1 )  dilakukan secara bertahap, 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. tahap I dan tahap II secara bersamaan paling cepat 

bulan Januari dan paling lambat minggu keempat 

bulan Juni masing-masing sebesar 20% (dua puluh 

persen) dan 40% (empat puluh persen) ; dan 

b .  tahap I I I  paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat 

puluh persen) . 

(4) Pemerintah Daerah memiliki predikat kinerja  baik dalam 

penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) merupakan pemerintah Daerah yang: 
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a .  melaksanakan penyaluran Dana Desa tahun 

anggaran sebelumnya dari RKUD ke RKD kurang 

dari 7 (tujuh) hari kerja  setelah Dana Desa diterima 

di RKUD ; dan 

b .  melaksanakan penyaluran Dana Desa tahun 

anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada 

huruf a untuk tahap III paling lambat bulan 

November, 

berdasarkan data transaksi penyaluran Dana Desa 

tahun anggaran sebelumnya dari RKUD ke RKD . 

(5) Data transaksi penyaluran Dana Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Koordinator 

KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa kepada PPA 

BUN Pengelolaan TKDD paling lambat minggu kedua 

bulan Desember tahun berkenaan . 

(6) Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKDD menyampaikan 

daftar Pemerintah Daerah memiliki predikat kinerja  baik 

dalam penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4) kepada bupati/wali kota dan Kepala KPPN 

selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa 

melalui Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan 

Dana Desa paling lambat minggu ketiga bulan Desember 

tahun berkenaan . 

(7) Penyaluran Dana Desa tahap III sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf b dapat 

dilakukan dalam 2 (dua) kali penyaluran, dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

a. penyaluran pertama untuk Desa yang telah 

memenuhi persyaratan penyaluran Dana Desa 

tahap III ; dan 

b .  penyaluran kedua untuk sISa Desa yang tidak 

termasuk dalam penyaluran pertama tahap III  

sebagaimana dimaksud pada huruf a. 

(8) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan paling lama 7 (tujuh) 

hari kerja  setelah Dana Desa diterima di RKUD . 
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Pasal 2 1  

( 1 )  Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) 

dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA 

Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menenma 

dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan 

se bagai beriku t: 

(2) 

a.  tahap I berupa: 

1 .  surat pemberitahuan bahwa Pemerintah 

Daerah yang bersangkutan telah 

menyampaikan Peraturan Daerah mengenai 

APBD tahun anggaran berjalan; dan 

2 .  peraturan bupati/wali kota mengenai tata cara 

pembagian dan penetapan rincian Dana Desa 

setiap Desa; 

b. tahap II  berupa: 

1 .  laporan realisasi penyaluran Dana Desa tahun 

anggaran se belumnya; dan 

2 .  laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan 

capaian output Dana Desa tahun anggaran 

sebelumnya; dan 

c .  tahap III berupa: 

1 .  laporan realisasi penyaluran Dana Desa sampai 

dengan tahap I I ;  

2 .  laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan 

capaian output Dana Desa sampai dengan 

tahap I I ;  dan 

3 .  la po ran 

tingkat 

konvergensi pencegahan stunting 

kabupaten/ kota tahun anggaran 

sebelumnya. 

Penyaluran 

se bagaimana 

dilaksanakan 

Dana Desa dari RKUN ke RKUD 

dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) 

setelah Kepala KPPN selaku KPA 

Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menenma 

dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan 

sebagai berikut: 
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a. tahap I clan tahap II berupa: 

1 .  surat pemberitahuan bahwa Pemerintah 

Daerah yang bersangku tan telah 

menyampaikan Peraturan Daerah mengenai 

APBD tahun anggaran berjalan; 

2 .  peraturan bupati/wali kota mengenai tata cara 

pembagian clan penetapan rincian Dana Desa 

setiap Desa; clan 

3 .  claftar Pemerintah Daerah memiliki preclikat 

kinerja  baik clalam penyaluran Dana Desa 

tahun anggaran sebelumnya; clan 

b .  tahap III berupa: 

1 .  laporan realisasi penyaluran Dana Desa tahun 

ariggaran sebelumnya; 

2 .  laporan konsoliclasi realisasi penyerapan clan 

capaian output Dana Desa tahun anggaran 

sebelumnya; 

3 .  laporan konvergensi pencegahan stunting 

tingkat kabupaten/ kota tahun anggaran 

sebelumnya; 

4 .  laporan realisasi penyaluran Dana Desa sampai 

clengan tahap I I ;  clan 

5 .  laporan konsoliclasi realisasi penyerapan clan 

capaian output Dana Desa sampai clengan 

tahap II . 

(3) Surat pemberitahuan sebagaimana climaksucl pacla 

ayat ( 1 )  huruf a angka 1 clan ayat (2) huruf a angka 1 

berupa rekapitulasi Peraturan Daerah mengenai APBD 

tahun anggaran berjalan clan claftar Pemerintah Daerah 

memiliki preclikat kinerja  baik clalam penyaluran Dana 

Desa sebagaimana climaksucl pacla ayat (2) huruf a 

angka 3 yang clisampaikan oleh Direktorat Jencleral 

Perimbangan Keuangan kepacla Kepala KPPN selaku KPA 

Penyaluran DAK Fisik clan Dana Desa melalui 

Koorclinator KPA Penyaluran DAK Fisik clan Dana Desa. 

www.jdih.kemenkeu.go.id



DISTRIBUSI II  

- 27 -

(4) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1 )  huruf a angka 2 ,  huruf b, dan 

huruf c dan ayat (2) huruf a angka 2 dan angka 3 ,  dan 

huruf b disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Kepala 

KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa. 

(5) Laporan realisasi penyaluran Dana Desa sampai dengan 

tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  huruf c 

angka 1 dan ayat (2) huruf b angka 4 menunjukkan 

paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 

Dana Desa yang diterima di RKUD telah disalurkan ke 

RKD . 

(6) Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian 

output Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1 )  huruf c angka 2 dan ayat (2) 

huruf b angka 5 menunjukkan rata-rata realisasi 

penyerapan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) 

dan rata-rata capaian output paling sedikit sebesar 50% 

(lima puluh persen) . 

(7) Dalam hal penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan 

dalam 2 (dua) kali penyaluran : 

a .  dokumen persyaratan penyaluran se bagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1 )  huruf c dan ayat (2) huruf b 

disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Kepala 

KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana 

Desa pada masing-masing penyaluran; 

b .  untuk penyaluran pertama Dana Desa tahap II I ,  

laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan 

capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  

huruf c angka 2 dan ayat (2) huruf b angka 5 

menunjukkan: 

1 .  realisasi penyerapan Dana Desa sampai dengan 

tahap II dari Desa-Desa yang telah mencapai 

rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit 

sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana 

Desa yang disalurkan ke RKD ; dan 

2 .  realisasi capaian output Dana Desa sampai 

dengan tahap II dari Desa-Desa yang telah 
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mencapai rata-rata capaian output paling sedikit 

sebesar 50% (lima puluh persen) ; dan 

c .  untuk penyaluran kedua Dana Desa tahap III ,  

laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan 

capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  

huruf c angka 2 dan ayat (2) huruf b angka 5 dari 

seluruh Desa menunjukkan : 

1 .  rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit 

sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana 

Desa yang diterima di RKUD ; dan 

2 .  rata-rata realisasi capaian output paling sedikit 

sebesar 50% (lima puluh persen) . 

(8) Laporan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (7) huruf c mencakup laporan realisasi penyerapan 

dan capaian output Dana Desa terkini dari desa yang 

sudah menerima Dana Desa tahap III sebagaimana 

dimaksud pada ayat (7) huruf b.,. 

(9) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  

huruf c angka 2 dan ayat (2) huruf b angka 5 dihitung 

berdasarkan rata-rata persentase laporan capaian output 

dari seluruh desa. 

( 1 0) Penyusunan laporan konsolidasi realisasi penyerapan 

dan capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  

huruf b dan huruf c dan ayat (2) huruf b dilakukan 

sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, 

uraian output, volume output, satuan output dan capaian 

output. 

Pasal 22 

( 1 )  Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 1  disampaikan 

dalam bentuk dokumen fisik (hardcopy) dan dokumen 

elektronik ( softcopy). 

(2) Dokumen elektronik (softcopy) sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1 )  diolah melalui aplikasi yang disediakan 

oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan . 
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Pasal 23 

( 1 ) Dalam hal bupati/wali kota tidak menyampaikan 

persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 1  ayat ( 1 )  huruf c clan ayat (2) 

huruf b sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, 

Dana Desa tidak disalurkan clan menjadi sisa Dana Desa 

di RKUN. 

(2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1 ) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun 

anggaran berikutnya. 

Paragraf 2 

Penyaluran dari RKUD ke RKD 

Pasal 24 

( 1 )  Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan oleh bupati/ 

wali kota. 

(2) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1 )  dilaksanakan setelah bupati/ 

wali kota menerima dokumen persyaratan penyaluran 

dari Kepala Desa, dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDesa; 

b .  tahap II berupa laporan realisasi penyerapan clan 

capaian output Dana Desa tahun anggaran 

sebelumnya; clan 

c. tahap III berupa: 

1 .  laporan realisasi penyerapan clan capaian output 

Dana Desa sampai dengan tahap I I ;  clan 

2 .  laporan konvergensi pencegahan stunting 

tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya. 

(3) Dalam hal penyaluran Dana Desa tahap I clan tahap II  

secara bersamaan, penyaluran Dana Desa dari RKUD ke 

RKD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilaksanakan 

setelah bupati/wali kota menenma dokumen 

persyaratan penyaluran dari Kepala Desa, dengan 

ketentuan sebagai berikut: 
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a. tahap I dan tahap II berupa peraturan Desa 

mengenai APBDesa; dan 

b .  tahap III berupa: 

1 .  laporan realisasi penyerapan dan capaian 

output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; 

2 .  laporan konvergensi pencegahan stunting 

tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya; dan 

3 .  laporan realisasi penyerapan dan capaian 

output Dana Desa sampai dengan tahap II . 

(4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana 

Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf b menunjukkan 

rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 

75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian 

output menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima 

puluh persen) . 

(5) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf b dan huruf c dan ayat (3) huruf b dihitung 

berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari 

seluruh kegiatan . 

(6) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian 

output sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) 

dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, 

kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, volume output, 

cara pengadaan, dan capaian output. 

(7) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud 

pada ayat (6) belum memenuhi kebutuhan input data, 

kepala Desa dapat memutakhirkan tabel referensi data 

dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh 

kementerian negara/ lembaga terkait . 

Pasal 25  

( 1 ) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 24 dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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(2) Dalam hal terdapat Desa yang tidak terjangkau layanan 

perbankan yang menyebabkan tidak dapat dibuka RKD, 

bupati/wali kota mengatur lebih lanjut ketentuan 

mengenai penyaluran Dana Desa dari RKUD ke Desa 

khusus untuk Desa yang tidak terjangkau layanan 

perbankan dengan peraturan bupati/wali kota. 

(3) Bupati/ wali kota menyampaikan peraturan bupati/ wali 

kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala 

KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa. 

BAB VI 

PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN, 

DAN PELAPORAN 

Bagian Kesatu 

Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Dana Desa 

Pasal 26 

( 1 )  Dalam rangka pertanggungj awaban penyaluran Dana 

Desa, KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa 

menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 16 ayat (7) huruf d kepada Koordinator KPA 

Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat 

tanggal 1 0  (sepuluh) bulan berikutnya. 

(2) Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  menyampaikan 

konsolidasi laporan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 16 ayat ( 1 0) huruf a dan huruf b kepada Direktur 

Jenderal Perimbangan Keuangan setiap bulan paling 

lambat tanggal 1 5  (lima belas) bulan berikutnya. 

Pasal 27 

( 1 )  Dalam rangka pertanggungj awaban pengelolaan BA BUN 

TKDD,  Pemimpin PPA Pengelolaan BUN menyusun 

Laporan Keuangan TKDD sesuai dengan Peraturan 

Menteri Keuangan mengenai sistem akuntansi dan 

pelaporan TKDD . 
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(2) Laporan Keuangan TKDD sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1 )  mencakup pertanggungj awaban pengelolaan 

Dana Desa. 

(3) Laporan Keuangan TKDD sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1 )  disusun oleh unit eselon II Direktorat Jenderal 

Perimbangan Keuangan yang ditunjuk selaku Unit 

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu 

Bendahara Umum Negara Pengelolaan TKDD 

menggunakan sistem aplikasi terintegrasi .  

(4 )  Untuk penatausahaan, akuntansi, dan 

pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran, KPA 

Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menyusun laporan 

keuangan tingkat KPA dan menyampaikan kepada 

Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKDD melalui 

Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, 

dengan ketentuan sebagai berikut: . 

a. laporan keuangan tingkat KPA Penyaluran DAK 

Fisik dan Dana Desa periode semesteran dan 

tahunan disusun setelah dilakukan rekonsiliasi 

data realisasi anggaran transfer dengan KPPN 

selaku Kuasa BUN dengan berpedoman pada 

ketentuan peraturan perundang-undangan 

mengenai pedoman rekonsiliasi dalam rangka 

penyusunan laporan keuangan; dan 

b .  laporan keuangan tingkat KPA Penyaluran DAK 

Fisik dan Dana Desa periode semesteran dan 

tahunan disampaikan secara berjenjang kepada 

PPA BUN Pengelolaan TKDD melalui Koordinator 

KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sesuai 

dengan jadwal penyampaian laporan keuangan 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri 

Keuangan mengenai tata cara penyusunan dan 

penyampaian laporan keuangan BUN . 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan 

penyampaian laporan keuangan tingkat KPA Penyaluran 

DAK Fisik dan Dana Desa periode semesteran dan 
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tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur 

dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan. 

(6) Dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan TKDD 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ,  Koordinator KPA 

Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menyusun dan 

menyampaikan laporan keuangan tingkat Koordinator 

KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

a.  laporan keuangan tingkat Koordinator KPA 

Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa periode 

semesteran dan tahunan disusun setelah dilakukan 

penyampaian data elektronik akrual transaksi DAK 

Fisik dan Dana Desa selain transaksi realisasi 

anggaran transfer ke dalam sistem aplikasi 

terintegrasi; dan 

b .  laporan keuangan tingkat Koordinator KPA 

Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa periode 

semesteran dan tahunan disampaikan kepada PPA 

BUN· Pengelolaan TKDD sesuai dengan jadwal 

penyampaian laporan keuangan yang diatur dalam 

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan 

dengan memperhatikan Peraturan Menteri 

Keuangan mengenai tata cara penyusunan dan 

penyampaian laporan keuangan BUN . 

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian data 

elektronik akrual transaksi DAK Fisik dan Dana Desa 

selain . transaksi realisasi anggaran transfer dan 

penyusunan dan penyampaian laporan keuangan 

tingkat Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana 

Desa periode semesteran dan tahunan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan 

Direktur Jenderal Perbendaharaan . 

Pasal 28 

Untuk sinkronisasi penyaj ian laporan realisasi anggaran 

TKDD ,  Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan 

Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dapat 
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melakukan rekonsiliasi data realisasi atas penyaluran Dana 

Desa dengan KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dan 

Pemerintah Daerah . 

Bagian Kedua 

Pelaporan oleh Kepala Desa dan Bupati/Wali kota 

Pasal 29 

( 1 )  Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi 

penyerapan dan capaian output Dana Desa setiap tahap 

penyaluran kepada bupati/wali kota. 

(2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana 

Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  terdiri atas : 

a. laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan 

capaian output tahun anggaran sebelumnya; 

b .  laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat 

Desa tahun anggaran sebelumnya; dan 

c .  laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan 

capaian output sampai dengan tahap II . 

(3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana 

Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling 

lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan . 

(4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana 

Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 

7 Juni tahun anggaran berjalan . 

(5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian output setelah 

batas waktu penyampaian laporan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) , Kepala Desa dapat 

menyampaikannya pemutakhiran capaian output kepada 

bupati/wali kota untuk selanjutnya dilakukan 

pemutakhiran data pada aplikasi . 

(6) Bupati/ wali kota dapat mendorong proses percepatan 

penyampaian laporan realisasi penyerapan Dana Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan 

berkoordinasi dengan Kepala Desa. 
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Pasal 30 

( 1 )  Bupati/wali kota menyampaikan laporan realisasi 

penyaluran dan la po ran konsolidasi realisasi 

penyerapan dan capaian output Dana Desa kepada 

Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan 

Dana Desa dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri 

Dalam Negeri ,  dan menteri yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang Desa. 

(2) Laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi 

realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  terdiri atas : 

a. laporan realisasi penyaluran dan laporan 

konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output 

Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; 

b .  laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat 

kabupaten/ kota tahun anggaran sebelumnya; dan 

c .  laporan realisasi penyaluran dan laporan 

konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output 

Dana Desa sampai dengan tahap II . 

(3) Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian 

output Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf a disampaikan paling lambat tanggal 14 Februari 

tah un anggaran berj alan . 

(4) Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian 

output Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf c disampaikan paling lambat tanggal 14 Juni 

tahun anggaran berjalan . 

(5) Dalam hal terdapat perbaikan laporan setelah batas 

waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) dan ayat (4) , Kepala KPPN selaku KPA 

Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dapat meminta 

bupati/wali kota untuk melakukan percepatan 

penyampaian · perbaikan laporan dimaksud untuk 

selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi .  
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BAB VII 

PEDOMAAN PENGGUNAAN 

Pasal 3 1  

( 1 )  Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai 

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, 

peningkatan kualitas hid up manusia serta 

penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam 

rencana kerja  Pemerintah Desa. 

(2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1 )  mengacu pada prioritas penggunaan Dana Desa 

yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan 

urusan pemerin tahan di bidang Desa. 

Pasal 32 

( 1 )  Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa 

berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh 

bupati/wali kota mengenai kegiatan yang dibiayai dari 

Dana Desa. 

(2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa 

diutamakan dilakukan secara swakelola dengan 

menggunakan sumber daya/ bahan baku lokal dan 

diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja  

dari masyarakat Desa setempat. 

Pasal 33 

( 1 )  Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan 

yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana 

Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 1  ayat (2) 

setelah mendapat persetujuan bupati/wali kota. 

(2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1 ) ,  bupati/wali kota memastikan 

pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi 

prioritas telah terpenuhi dan/ atau kegiatan 

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah 

terpenuhi . 
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(3) Persetujuan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1 )  diberikan pada saat evaluasi rancangan 

Peraturan Desa mengenai APBDesa. 

Pasal 34 

( 1 )  Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana 

Desa. 

(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan 

pendampingan atas penggunaan Dana Desa. 

(3) Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang 

ditetapkan oleh menteri teknis terkait . 

BAB VIII 

PEMANTAUAN DAN EVALUASI 

Bagian Kesatu 

Pemantauan dan Evaluasi oleh Kementerian Keuangan 

Pasal 35 

( 1 ) Kementerian Keuangan c .q . Direktorat Jenderal 

Perimbangan Keuangan dan/ atau KPPN bersama 

dengan Kementerian Dalam Negeri, kementerian yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa 

melakukan pemantauan atas pengalokasian, 

penyaluran, dan penggunaan Dana Desa secara sendiri­

sendiri atau bersama-sama. 

(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  

dilakukan terhadap : 

a.  penerbitan peraturan bupati/wali kota mengenai 

tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana 

Desa setiap Desa; 

b .  penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD ; 

c .  penyampaian laporan realisasi penyaluran dan 

laporan konsolidasi penyerapan Dana Desa; 

d. penyampaian laporan konvergensi pencegahan 

stunting tingkat kabupaten/ kota; 
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e .  sisa Dana Desa di RKUD ; dan 

f. pencapaian output Dana Desa. 

Pasal 36 

( 1 )  Pemantauan terhadap penerbitan peraturan bupati/wali 

kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan 

rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a dilakukan untuk 

menghindari penundaan penyaluran Dana Desa untuk 

tahap I .  

(2) Dalam hal terdapat keterlambatan penetapan peraturan 

bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ,  

Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan 

Dana Desa meminta bupati/wali kota untuk melakukan 

percepatan penetapan peraturan bupati/wali kota 

mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian 

Dana Desa setiap Desa. 

(3) Kepala KPPN selaku KPA Penyalµran DAK Fisik dan 

Dana Desa dapat berkoordinasi dengan bupati/wali kota 

dalam rangka percepatan penetapan peraturan 

bupati/wali kota mengenai tata cara pembagian dan 

penetapan rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) . 

Pasal 37 

( 1 )  Pemantauan terhadap penyaluran Dana Desa dari RKUD 

ke RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) 

huruf b dilaksanakan untuk memastikan penyaluran 

telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan . 

(2) Dalam hal berdasarkan hasil pemantauan sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1 )  terdapat penyaluran Dana Desa 

dari RKUD ke RKD tidak sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan, Kepala KPPN selaku 

KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dapat 

memberikan teguran kepada bupati/wali kota. 
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(3) Ketidaksesuaian penyaluran sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) , dapat berupa: 

a.  keterlambatan penyaluran; dan/ atau 

b .  tidak tepat jumlah penyaluran. 

(4) Dana Desa yang terlambat disalurkan dan/ atau tidak 

tepat jumlah penyalurannya sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) harus segera disalurkan ke RKD oleh 

bupati/ wali kota paling lama 7 (tujuh) hari kerja  setelah 

menerima teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) . 

Pasal 38 

( 1 ) Pemantauan terhadap penyampaian laporan realisasi 

penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi 

penyerapan Dana Desa dan laporan konvergensi 

pencegahan stunting se bagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 5  ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan untuk 

menghindari penundaan penyaluran Dana Desa tahun 

anggaran berikutnya. 

(2) Dalam hal bupati/ wali kota terlambat dan/ atau tidak 

menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1 ) ,  Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik 

dan Dana Desa dapat meminta kepada bupati/wali kota 

untuk melakukan percepatan penyampaian laporan 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) .  

(3) Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan 

Dana Desa dapat berkoordinasi dengan bupati/wali kota 

untuk proses percepatan penyampaian laporan 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) .  

Pasal 39 

( 1 ) Pemantauan s1sa Dana Desa di RKUD sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 35  ayat (2) huruf e dilakukan 

untuk mengetahui besaran Dana Desa yang belum 

disalurkan dari RKUD ke RKD tahun anggaran 

sebelumnya. 

www.jdih.kemenkeu.go.id



DISTRIBUSI II  

- 40 -

(2) Dalam hal s1sa Dana Desa di RKUD sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1 )  terjadi karena bupati/wali kota 

belum menerima laporan realisasi penyerapan Dana 

Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c, Kepala KPPN selaku KPA 

Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa meminta kepada 

bupati/ wali kota untuk memfasilitasi percepatan 

penyampaian laporan realisasi penyerapan Dana Desa 

sampai dengan tahap II . 

(3) Dalam hal sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1 )  terjadi karena perbedaan jumlah 

Desa, bupati/wali kota menyampaikan pemberitahuan 

kelebihan salur Dana Desa dari RKUN ke RKUD kepada 

Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan 

Dana Desa dengan tembusan kepada Direktur Jenderal 

Perimbangan Keuangan. 

Pasal 40 

Pemantauan capa1an output sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 35  ayat (2) huruf f dilakukan untuk mengetahui 

capaian perkembangan kegiatan yang dibiayai Dana Desa. 

Pasal 4 1  

Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana 

Desa melakukan evaluasi, terhadap : 

a.  penghitungan pembagian dan penetapan rincian Dana 

Desa setiap Desa oleh kabupaten/ kota; dan 

b .  laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi 

realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa. 

Pasal 42 

( 1 )  Evaluasi terhadap penghitungan pembagian dan 

penetapan rmcian Dana Desa setiap Desa oleh 

kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 1  

huruf a dilakukan untuk memastikan pembagian Dana 

Desa setiap Desa dilakukan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan . 
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(2) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian penghitungan 

pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap 

Desa oleh kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1 ) ,  Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik 

dan Dana Desa meminta bupati/wali kota untuk 

melakukan perubahan peraturan bupati/wali kota 

mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian 

Dana Desa setiap Desa. 

(3) Perubahan peraturan bupati/wali kota sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala 

KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa. 

(4) Penyampaian perubahan peraturan bupati/wali kota 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi 

persyaratan penyaluran Dana Desa tahap III . 

Pasal 43 

( 1 )  Evaluasi terhadap laporan realisasi penyaluran dan 

laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian 

output Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 1  huruf b dilakukan untuk mengetahui besaran 

realisasi penyaluran, penyerapan dan capaian output 

Dana Desa. 

(2) Dalam hal realisasi penyaluran Dana Desa kurang dari 

75% (tujuh puluh lima persen) sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 1  ayat (5) dan realisasi penyerapan Dana 

Desa kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen) serta 

capaian output kurang dari 50% (lima puluh persen) 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 1  ayat (6) , Kepala 

KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa 

dapat meminta konfirmasi dan klarifikasi kepada 

bupati/wali kota. 
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Bagian Kedua 

Pemantauan dan Evaluasi oleh Bupati/Wali kota 

Pasal 44 

Bupati/wali kota melakukan pemantauan dan evaluasi atas : 

a.  sisa Dana Desa di RKD; dan/ atau 

b .  capaian output Dana Desa. 

Pasal 45 

( 1 ) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas 

sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 44 huruf a ditemukan sisa Dana Desa di RKD lebih 

dari 30% (tiga puluh persen) , bupati/wali kota: 

a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai 

sisa Dana Desa di RKD terse but; dan/ atau 

b .  meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk 

melakukan pemeriksaan . 

(2) Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh 

persen) sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  dihitung 

dari Dana Desa yang diterima Desa pada tahun anggaran 

berkenaan ditambah dengan sisa Dana Desa tahun 

anggaran sebelumnya. 

(3) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali s1sa Dana 

Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam 

rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan . 

(4) Pemantauan dan evaluasi atas capaian output Dana 

Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b,  

dapat dilakukan oleh aparat pengawas fungsional 

daerah atas permintaan bupati/wali kota. 

Pasal 46 

( 1 ) Bupati/wali kota menunda penyaluran Dana Desa, 

dalam hal : 

a .  bupati/wali kota belum menenma dokumen 

persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) ; 

www.jdih.kemenkeu.go.id



DISTRIBUSI II 

- 43 -

b .  terdapat sisa Dana Desa d i  RKD tahun anggaran 

sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen) 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ;  dan/ atau 

c .  terdapat rekomendasi penundaan yang 

disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di 

daerah. 

(2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1 )  huruf b dilakukan terhadap 

penyaluran Dana Desa tahap I I  tahun anggaran berjalan 

sebesar sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran 

sebelumnya. 

(3) Dalam hal sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran 

sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang 

akan disalurkan pada tahap II sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) ,  penyaluran Dana Desa tahap II tidak 

dilakukan . 

(4) Dalam hal " sampai dengan mmggu kedua bulan Juni 

tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun 

anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga 

puluh persen) , penyaluran Dana Desa yang ditunda 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat 

disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD . 

(5) Bupati/wali kota melaporkan Dana Desa yang tidak 

disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada 

Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan 

Dana Desa. 

(6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali 

pada tahun anggaran berikutnya. 

(7) Bagi pemerintah Daerah yang memiliki predikat kinerja  

baik dalam penyaluran Dana Desa sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 20 dikecualikan dari penundaan 

penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1 )  huruf b .  

(8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) 

huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di 

daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi 
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penyimpangan penyaluran dan/ atau penggunaan Dana 

Desa. 

(9) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) 

disampaikan kepada bupati/wali kota dengan tembusan 

kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik 

dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan 

penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 .  

Pasa1 47 

( 1 )  Bupati/wali kota menyalurkan kembali Dana Desa yang 

ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46,  dalam 

hal : 

a. dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 46 ayat ( 1 )  huruf a telah diterima; 

b .  sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya 

kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh 

persen) ; dan/ atau 

c .  terdapat usulan pencabutan rekomendasi 

penundaan dari aparat pengawas fungsional 

daerah . 

(2) Dalam hal dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1 )  huruf a tidak diterima dan tidak terdapat 

usulan pen ca bu tan rekomendasi penundaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf c sampai 

dengan berakhirnya tahun anggaran, penundaan 

penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 46 ayat ( 1 )  huruf a dan huruf c tidak dapat 

disalurkan ke RKD dan menjadi Sisa Dana Desa di 

RKUD . 

(3) Bupati/ wali kota melaporkan Sisa Dana Desa di RKUD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala 

KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa 

paling lambat akhir bulan Februari tahun anggaran 

berjalan . 

(4) Bupati/wali kota memberitahukan Dana Desa yang 

tidak dapat disalurkan ke RKD sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) kepada kepala Desa untuk dianggarkan 
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kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran 

berikutnya paling lambat akhir bulan Desember tahun 

anggaran berjalan . 

(5) Bupati/wali kota menganggarkan kembali Sisa Dana 

Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­

undangan . 

(6) Dalam hal s1sa Dana Desa di RKUD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) belum disalurkan dari RKUD ke 

RKD sampai dengan akhir bulan Februari tahun 

anggaran berjalan, s1sa Dana Desa tersebut 

diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran 

Dana Desa tahap II dari RKUN ke RKUD tahun anggaran 

berjalan . 

(7) Bagi pemerintah Daerah yang memiliki predikat kinerja  

baik dalam penyaluran Dana Desa sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 20 dikecualikan dari ketentuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) . 

(8) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran 

kembali sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  huruf a 

dan huruf b sebelum minggu kedua bulan Juni tahun 

anggaran berjalan, bupati/wali kota menyampaikan 

permintaan penyaluran kembali Dana Desa tahap II yang 

diperhitungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 

kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK fisik 

dan Dana Desa paling lambat minggu ketiga bulan Juni 

tah un anggaran berj alan . 

(9) Berdasarkan permintaan penyaluran kembali 

sebagaimana dimaksud pada ayat (8) , Kepala KPPN 

selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa 

menyalurkan kembali Dana Desa tahap II yang 

diperhitungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 

paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan . 

( 1 0) Dalam hal bupati/wali kota tidak menyampaikan 

permintaan penyaluran kembali sebagaimana dimaksud 

pada ayat (8) , Dana Desa tahap II yang diperhitungkan 
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sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat 

disalurkan kembali dan menjadi Sisa Anggaran Lebih 

pada RKUN. 

Pasal 48 

( 1 ) Bupati/wali kota melakukan pemotongan penyaluran 

Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi 

penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 46 ayat ( 1 )  huruf b, masih 

terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga 

puluh persen) sampai dengan akhir minggu kedua bulan 

Juni . 

(2) Bagi pemerintah Daerah yang memiliki predikat kinerja  

baik dalam penyaluran Dana Desa sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 20 ,  bupati/wali kota melakukan 

pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1 )  pada saat penyaluran Dana Desa 

tahap III . 

(3) Bupati/wali kota melaporkan pemotongan penyaluran 

Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  dan 

ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran 

DAK Fisik dan Dana Desa. 

Pasal 49 

( 1 )  Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan 

Dana Desa melakukan pemotongan penyaluran Dana 

Desa dalam hal terdapat: 

a.  pemberitahuan perbedaan jumlah desa dari 

bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 39 ayat (3) ; 

b .  laporan penundaan penyaluran Dana Desa dari 

bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 46 ayat (5) dan Pasal 4 7 ayat (3) ; dan/ atau 

c. laporan pemotongan penyaluran Dana Desa dari 

bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 48 ayat (3) . 
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(2) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) 

huruf a dilakukan sebesar Alcikasi Dasar setiap Desa 

dikali selisih jumlah Desa pada tahun anggaran berjalan . 

BAB IX 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 50 

Ketentuan mengenai : 

a. pedoman dan contoh penghitungan pembagian Dana 

Desa ke Setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 5  ayat (2) huruf b;  

b .  format laporan realisasi penyaluran Dana Desa 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 1  ayat ( 1 )  huruf b 

angka 1 dan huruf c angka 1 dan ayat (2) huruf b 

angka 1 dan angka 4 ;  

c .  format laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan 

capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 1  ayat ( 1 ) huruf b angka 2 dan huruf c angka 2 

dan ayat (2) huruf b angka 2 dan angka 5 ;  

d .  format laporan realisasi penyerapan dan capaian output 

Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 

ayat (2) huruf b dan huruf c angka 1 dan ayat (3) 

huruf b angka 1 dan angka 3; dan 

e .  format Laporan konvergensi pencegahan stunting tahun 

anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 1  ayat ( 1 )  huruf c angka 3 dan ayat (2) huruf b 

angka 3 dan Pasal 24 ayat (2) huruf c angka 2 dan 

ayat (3) huruf b angka 2 ,  

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini . 
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BAB XI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 5 1  

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: 

a. ketentuan penganggaran, penyaluran, penatausahaan, 

pertanggungjawaban, dan pelaporan, pedoman 

penggunaan, dan pemantauan serta evaluasi Dana 

Desa dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

50 / PMK. 07 / 20 1 7 tentang Pengelolaan Transfer ke 

Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 20 1 7  Nomor 537) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 1 2 1 / PMK. 07 / 20 1 8  tentang 

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 50 / PMK. 07 / 20 1 7  tentang Pengelolaan Transfer 

ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 20 1 8  Nomor 1 34 1 ) ;  dan 

b .  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 99 / PMK. 07 / 20 1 7  

tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap 

Kabupaten/ Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa 

Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

20 1 7  Nomor 1 884) , 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 52 

( 1 )  Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20  

ayat (3 )  sampai dengan ayat (6) , Pasal 2 1  ayat (2) , 

dan Pasal 48 ayat (2) mulai berlaku pada tanggal 

1 Januari 2020 .  

(2 )  Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 1  

ayat ( 1 )  huruf c angka 3 dan ayat (2) huruf b angka 3 ,  

Pasal 2 4  ayat (2) huruf c angka 2 dan ayat (3) huruf b 

angka 2 ,  Pasal 29 ayat (2) huruf b,  Pasal 30 ayat (2) 

huruf b,  Pasal 35 ayat (2) huruf d,  dan Pasal 38  ayat ( 1 )  

mulai berlaku untuk Daerah kabupaten/ kota prioritas 

pada tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan yang 
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belum bersifat waj ib dan bersifat waj ib untuk seluruh 

Daerah kabupaten/ kota pada tanggal 1 Januari 202 1 .  

(3) Daerah kabupaten/ kota prioritas sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1 )  merupakan Daerah 

kabupaten/ kota prioritas yang melaksanakan program 

intervensi giz1 spesifik dan g1z1 sensitif untuk 

pencegahan stunting yang ditetapkan setiap tahun oleh 

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala 

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional .  

Pasal 53 

Peraturan Menteri m1 mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan . 

www.jdih.kemenkeu.go.id



- 50 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin tahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

Diundangkan di Jakarta 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 3 1  Desember 20 1 8  

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd . 

SRI MULYANI INDRAWATI 

pada tanggal 3 1  Desember 20 1 8  

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd . 

WIDODO EKATJAHJANA 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 20 1 8  NOMOR 1 838 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Biro Umum 

u .b .  
Kepala Bagian TU Kementerian 
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LAMPI RAN 

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 193/PMK. 07/2018 
TENT ANG 

PENGELOLAAN DANA DESA 

A. PEDOMAN DAN CONTOH PENGHITUNGAN PEMBAGIAN DANA DESA KE 

SETIAP DESA 

1 .  DASAR PENGHITUNGAN 

Dalam melaksanakan penghitungan Dana Desa setiap Desa, 

Pemerintah Kabupaten/ Kota mengacu pada ketentuan sebagai berikut: 

a .  Ketentuan terkait sumber dana, model perhitungan, variabel dan 

bobot yang digunakan dalam perhitungan sebagaimana diatur dalam 

Pasal 1 1 , Pasal 1 2 ,  Pasal 1 3 ,  dan Pasal 1 4 ,  Peraturan Menteri 

Keuangan ini, yaitu : 

1 )  Sumber Dana Desa yang digunakan dalam penghitungan Dana 

Desa setiap Desa berasal dari rincian Dana Desa setiap 

kabupaten/ kota sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan 

Presiden tentang Rincian APBN / APBN-P. 

2) Dana Desa setiap Desa dihitung berdasarkan : 

DISTRIBUSI II  

a) Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan 

diterima oleh setiap Desa, yang besarannya dihitung dengan 

cara 72% (tujuh puluh dua persen) dari anggaran Dana Desa 

dibagi dengan jumlah Desa secara nasional; 

b) Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan 

memperhatikan status Desa Tertinggal dan Desa Sangat 

Tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi; dan 

c) Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan 

memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan 

Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa 

setiap kabupaten/ kota, dengan bobot sebagai berikut: 

1 )  1 0% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk; 

2) 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan; 

3) 1 5% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan 

4) 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan 

geografis . 

www.jdih.kemenkeu.go.id



- 52 -

2 .  TATA CARA PENGHITUNGAN 

Agar penghitungan Dana Desa setiap Desa berjalan tertib , 

transparan dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan, maka 

diperlukan langkah-langkah operasional (tahapan) sebagai berikut: 

a.  TAHAP PERSIAPAN 

Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan meliputi penyiapan 

dokumen dan data terkait serta file excel kertas kerja  (worksheet) 

penghitungan . 

Rincian kegiatan tersebut sebagai berikut: 

1 )  Mengumpulkan dokumen, data dan informasi yang diperlukan 

dalam proses penghitungan, yaitu : 

a) Dokumen rincian Dana Desa setiap kabupaten/ kota (Pagu 

Dana Desa kabupaten/ kota) sebagaimana ditetapkan dalam 

Peraturan Presiden tentang Rincian APBN/ APBN-P. 

b) Dokumen yang berisikan informasi klasifikasi Desa 

berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) , desil jumlah 

penduduk miskin desa berdasarkan jumlah penduduk desa 

nasional, angka kemiskinan desa, luas wialayah desa, dan 

tingkat kesulitan geografis yang direpresentasikan dalam 

bentuk data indeks kesulitan geografis . 

2) Kertas kerja  (worksheet) penghitungan Dana Desa setiap Desa 

disusun dengan format sebagai berikut: 

DISTRIBUSI II 
www.jdih.kemenkeu.go.id



- 53  -

Contoh Penghitungan 

KABUPATEN / KOTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (a) 

Diasumsikan : 

Nasional (dihitung oleh Kementerian Keuangan) 

1 .  Pagu Dana Desa Nasional 

2 .  Jumlah Desa Nasional 

3 .  Pagu Alokasi Dasar Nasional 

4 .  Pagu Alokasi Dasar per Desa 

5 .  Pagu Alokasi Afirmasi 

6 .  Jumlah Desa Sangat Tertinggal 

dengan JPM Tinggi 

7 .  Jumlah Desa Tertinggal dengan 

JPM Tinggi 

8 .  Pagu Alokasi Afirmasi Per Desa 

9. Pagu Alokasi Afirmasi Per Desa 

untuk Desa Sangat Tertinggal 

dengan JPM Tinggi 

1 0 .  Pagu Alokasi Afirmasi Per Desa 

untuk Desa Tertinggal dengan JPM 

Tinggi 

1 1 . Pagu Alokasi Formula 
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TAHUN ANGGARAN 20XX (b) 

Rp 1 0 .  000 . 000 . 000 . 000 

77 . 000 

77% x Rp 1 0 .  000 . 000 . 000 . 000 

Rp7 . 70 0 . 000 . 000 . 000 / 77 . 000 

3% x Rp l 0 . 000 . 000 .000 . 000 

750 

1 500 

Rp300 . 000 . 000 . 000 / {(2 x 750) + ( 1 x 1 500)} 

2 x Rp l 00 . 000 . 000 

1 x Rp l 00 . 000 . 000 

20% x Rp l 0 . 000 . 000 . 000 . 000 

Rp7 . 700 . 000 . 000 . 000 

Rp l 00 . 000 . 000 

Rp300 .  000 . 000 . 000 

Rp l 00 . 000 . 000 

Rp200 . 000 . 000 

Rp l 00 . 000 . 000 

Rp2 . 000 . 000 . 000 . 000 
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Kabupaten X 

1 .  Pagu Dana Desa Kabupaten X 

2 .  Jumlah Desa Kabupaten X 

3 .  

4 .  

5 .  

6 .  

7 .  

8 .  

9 .  

1 0 .  

Alokasi Dasar per Desa Kabupaten X 

Alokasi Dasar Kabupaten X 

Jumlah Desa Sangat Tertinggal 

dengan JPM Tinggi Kabupaten X 

Jumlah Desa Tertinggal dengan JPM 

Tinggi Kabupaten X 

Pagu Alokasi Afirmasi Per Desa untuk 

Desa Sangat Tertinggal dengan JPM 

Tinggi Kabupaten X 

Pagu Alokasi Afirmasi Per Desa untuk 

Desa Tertinggal dengan JPM Tinggi 

Kabupaten X 

Alokasi Afirmasi Kabupaten X 

Alokasi Formula Kabupaten X 
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Rp2 . 000 . 000 . 000 

1 0  

Rp l 00 . 000 . 000 

10 x Rp l 00 . 000 . 000 

2 

3 

Rp200 . 000 . 000 

Rp l 00 . 000 . 000 

(2 x Rp200 .000 . 000) + (3 x Rp l 00 . 000 . 000) 

Rp l . 000 .000 . 000 

Rp700 . 000 . 000 

Rp300 . 000 . 000 
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Cara Menghitung Alokasi Dana Desa Setiap Desa sebagai berikut: 

(1Ji .. (2) 

Ke camatan A 

Keca mata n A 

Keca mata n A 

Keca matan A 

Keca mata n A 

Keca mata n B 

Kecamata n B 

Kecamatan B 

Kecamatan B 

10 Kecamatan B 

. 

Total 

(3) 

Desa A 

Desa B 

Desa C 
Desa D 

Desa E 
Desa F 

Oesa G 

Desa H 

Desa I 

Desa J 

Kontrol Penghitungan 
Pagu Dana Oesa Ka b/Kota . 

Hasi l  Pe rhitunga n Pagu Dana Desa Kab/Kota . 

Pagu Alokasi Dasar Ka b/Kota . . . . .  . 
Hasi l  H itung Alokasi Dasar  Kab/Kota . 

Pagu Alokasi Afirmasi Ka b/Kota . 

Hasi l  H itung Alokasi Afirmasi Kab/Kota . 

Pagu Alokasi Formula Ka b/Kota . . . .  

Hasi l  H itung Alokasi Formula Kab/Kota . 

Jumlah Desa 
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(4) (SJ 

100,000 Tertingga t 

100,000 Sa ngat Tertinggal 

100,000 Berkembang 

100,000 Tertinggal 

100,000 Maju 

100,000 Sa ngat Tertinggal 

100,000 Ma ndiri 

100,000 Tertinggal 

100,000 Berkemba ng 

100,000 Berkemba ng 

1,000,000 

2,000,000 (') 
2,000,000 
1,000,000 (d) 
1,000,000 

700,000 (e) 
700,000 
300,000 (f) 
300,000 

12 (g) 

· . 

(6) � .... 

10 

10 

J P  

J P M  

L W  
I KG 

(7) j .... 
100,000 
200,000 

100,000 

200,000 

100,000 

700,000 

Bo bot 
10% ( h) 

;j 
j) 
k) 

50% ( 
15% I 
25% ( 

(8) : .... 

15,292 
29,002 

7,392 
10,305 
16,789 
12,695 
10,496 
17,714 

7,885 
7,054 

134,624 

Mengetahui, 

P ejabat SKPKD 

(eselon 1 1 )  

N a ma Jelas 

N I P  

(•! 
0. 1136 
0. 2154 
0.0549 
0.0765 
0.1247 
0.0943 
0.0780 
0.1316 
0 .0586 
0 .0524 
1.0000 

r101 L:. (11) 1 ,.  (12} (13) ; .... 

0.0114 123 0 .0869 0.0435 
0.0215 210 0. 1484 0.0742 
0.0055 74 0 .0523 0.0261 
0.0077 79 0.0558 0 .0279 
0.0125 211 0 .1491 0.0746 
0.0094 184 0.1300 0.0650 
0.0078 119 0 .0841 0.0420 
0 .0132 195 0. 1378 0.0689 
0.0059 171 0. 1208 0.0604 
0.0052 49 0.0346 0.0173 
0.1000 1,415 1.0000 0.5000 

Peja bat di Bidang Pemberdaya a n  Masyarakat Desa (m) 
(eselon I I )  

N a ma Jelas 

N I P  

(14} ; .... 

3.85 
9.61 
2.66 
3.82 
2.21 
2.65 
2.81 
3.72 
0.51 
0.86 

32.70 

(15) � .... (l6) � .... 

0 . 1177 0.0177 
0.2938 0 .0441 
0.08 14 0.0122 
0. 1168 0.0175 
0.0675 0.0101 
0.0811 0.0122 
0.0859 0.0129 
0. 1138 0 .0171 
0.0157 0.0024 
0.0263 0.0039 
LOOOO 0. 1500 

· (l7) ! ..., L .. (18) ' . 

19.59 0. 1011 
14.46 0.0747 
14.28 0.0738 
16.59 0.0857 
20.93 0. 1081 
19.30 0.0997 
23.04 0. 1190 
12.36 0.0638 
26.18 0. 1352 
26.91 0. 1390 

193.64 1.0000 

Tempat Kedudukan, DD/MM/YYYY 

Petugas Pe nghitung Dana Desa {I) 

(eselon I l l )  

Na  m a  Je las  

N I P  

0.0253 0 .0978 
0.0187 0 . 1585 
0.0184 0 .0623 
0 .0214 0 .0745 
0.0270 0 . 1242 
0.0249 0 . 1115 
0.0297 0 .0925 
0.0160 0 . 1151 
0.0338 0 . 1024 
0.0347 0 .0612 
0.2500 1.0000 

(ribu rupiah) 

:,, 

(21) (22),,(4) + (7) + (21} 

29,329 229,329 
47,545 347,545 
18,686 118,686 
22,354 222,354 
37,252 137,252 
33,458 333,458 
27,743 127,743 
34,527 234,527 
30,731 130,731 
18,375 118,375 

300,000 2,000,000 
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b .  TAHAP PELAKSANAAN 

Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan meliputi menginput data 

terkait dan menghitung alokasi.  Gunakan contoh penghitungan 

sebagaimana tercantum dalam lampiran pedoman ini sebagai 

panduan pelaksanaan penghitungan . 

Rincian kegiatan tersebut sebagai berikut: 

1 )  

2 )  

Menginput data-data terkait pada baris dan kolom kertas kerja  

(worksheet) dengan urutan sebagai berikut: 

a) Nama kabupaten/ kota pada baris (a) 

b) Tahun Anggaran pada baris (b) 

c) Pagu Dana Desa Kabupaten/ Kota pada baris (c) 

d) Pagu Alokasi Dasar Kabupaten/ Kota pada baris (d) 

e) Pagu Alokasi Afirmasi Kabupaten/ Kota pada baris (e) 

f) Pagu Alokasi Formula Kabupaten/ Kota pada baris (f) 

g) Jumlah Desa pada baris (g) 

h) Bobot Jumlah Penduduk Desa sebesar 1 0% pada baris (h) 

i) Bobot Angka Kemiskinan Desa sebesar 50% pada baris (i) 

j )  Bobot Luas Wilayah Desa sebesar 1 5% pada baris U )  

k) Bobot Rasia Kesulitan Geografis 25% pada baris (k) 

1) Nomor urut pada kolom ( 1 ) ;  

m) Nama Kecamatan pada kolom (2) ; 

n) Nama Desa pada kolom (3) ; 

o) Alokasi Dasar pada kolom (4) ; 

p) Klasifikasi Desa berdasarkan IDM pada kolom (5) ; 

q) Desil JPM Desa berdasarkan JPM Nasional pada kolom (6) ; 

r) Alokasi Afirmasi pada kolom (7) ; 

s) Jumlah Penduduk Desa pada kolom (8) ; 

t) Angka Kemiskinan Desa pada kolom ( 1 1 ) ;  

u) Luas Wilayah Desa pada kolom ( 1 4) ;  

v) Indeks Kesulitan Geografis pada kolom ( 1 7) .  

Menghitung Dana Desa setiap Desa pada baris dan kolom kertas 

kerja  (worksheet) dengan urutan sebagai berikut: 

a) Rasia jumlah penduduk desa (Rasia JP) pada kolom (9) , 

dengan rumus : 

jumlah penduduk desa 
Rasio f P = ------------------­

total penduduk Desa kabupaten/kota yang bersangkutan 
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b) Bobot jumlah penduduk desa (Bobot JP) pada kolom ( 1 0) ,  

dengan rumus : 

Bo bot JP = 1 0% x Rasio JP 

c) Rasio jumlah penduduk miskin desa (Rasio JPM) pada 

kolom ( 1 2) ,  dengan rumus : 

. jumlah p enduduk miskin desa 
Rasw /PM = k b  t 

total penduduk miskin desa 
a upa en 

yang bersangkutan 
kota 

d) Bobot jumlah penduduk miskin desa (Bobot JPM) pada 

kolom ( 1 3) ,  dengan rumus : 

Bo bot JPM = 50% x Rasio JPM 

e) Rasio luas wilayah desa (Rasio LW) pada kolom ( 1 5) ,  

dengan rumus : 

. luas wilayah desa 
Rasw LW = 

total luas wilayah desa Di Kab/Kota yang bersangkutan 

f) Bobot luas wilayah desa (Bobot LW) pada kolom ( 1 6) ,  dengan 

rum us : 

Bobot LW = 1 5% x Rasio LW 

g) Rasio indeks kesulitan geografis desa (Rasio IKG) pada 

kolom ( 1 8) ,  dengan rumus : 

IKG 
Rasio IKG = . total IKG Desa di Kab/Kota yang bersangkutan 

h) Bobot indeks kesulitan geografis desa (Bobot IKG) pada 

kolom ( 1 9) ,  dengan rumus : 

Bobot IKG = 25% x Rasio IKG 

i) Total bobot pada kolom (20) , dengan rumus : 

Total Robot = Robot JP + Robot]PM + Robot LW + Robot /KG 

j )  Bagian alokasi formula pada kolom (2 1 ) ,  dengan rumus : 

Alokasi Formula = Total Robot x Pagu Ragian Formula 

k) Menghitung Dana Desa setiap Desa pada kolom (22) , dengan 

rumus : 

Dana Desa = Alokasi Dasar + Alokasi Afirmasi + Alokasi Formula 
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c .  TAHAP AKHIR 

Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan meliputi memverifikasi 

kebenaran/validitas data yang diinput, menguj i  hasil penghitungan 

dan menandatangani kertas kerj a  (worksheet) hasil penghitungan 

serta menyimpan dokumen dan data komputer terkait. 

Rincian kegiatan tersebut sebagai berikut: 

1 )  Mencetak kertas kerja  (worksheet) hasil dari proses pengisian data 

dan penghitungan alokasi . 

2) Memverifikasi kebenaran pengisian data dan kebenaran hasil 

penghitungan dengan cara membandingkan setiap item data isian 

pada kertas kerj a  (worksheet) terhadap dokumen sumber, dan 

menguji hasil penghitungan . Bila ditemukan kesalahan pengisian 

data maupun kesalahan penghitungan, maka pada item data 

bersangkutan ditandai dengan tanda centang ('1) untuk 

selanjutnya dilakukan proses perbaikan pada item tersebut. 

3) Membubuhkan tandatangan pada cetakan kertas kerja  

(worksheet) hasil dari proses pengisian data dan penghitungan 

alokasi : 

• bagi pejabat setingkat eselon III yang melakukan proses 

penghitungan pada baris (1) ; dan 

• bagi pej abat setingkat eselon 

berwenang/ bertanggungjawab atas proses 

pada baris (m) . 

II yang 

penghitungan 

4) Menyimpan seluruh dokumen terkait dan cetakan kertas kerj a  

(worksheet) serta file excel hasil perhitungan pada folder yang 

telah disediakan. 

5) Menyampaikan kertas kerja  dalam bentuk softcopy dan hardcopy 

kepada Kepala KPPN setempat selaku KPA Penyaluran DAK Fisik 

dan Dana Desa. 
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B .  FORMAT LAPORAN REALISASI PENYALURAN DARI RKUD K E  RKD 

LAPORAN REALISASI PENYALURAN DARI RKUD KE RKD 
KABUPATEN/ KOTA . . . . . . . .  

TAHUN ANGGARAN . . . . . . . . . . . . . .  

Palm Kab / Kota Ro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
PENYALURAN 

PENYALURAN PAGU 
TAHAP I TAHAP II 

NO 
KEDESA DESA TGL TGL 

NO MOR 
PENYALUR JUMLAH 

NOMOR 
PENYALUR JUMLAH 

NOMOR 
SP2 D  

AN 
SP2D 

AN 
SP2D 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  

1 DESA A 
Penyaluran Pertama 
Penyaluran kedua 

2 DESA B 
Penyaluran Pertama 
Penyaluran kedua 

3 DESA C 
clan seterusnya . . . . .  

JUMLAH TOTAL 

DISTRIBUSI II 

TAHAP III TOTAL DALAM 

TGL ,_,ENYALUR SISA PERSEN-

PENYALU JUMLAH AN TAS E  

RAN 

1 1  1 2  3=6+9+ 1 2  1 4=3- 1 3 1 5  

(kota) , (tanggal, bulan, tahun) 
KEPALA DAERAH / A . N .  
KEPALA DAERAH 

( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ) 
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PETUNJUK PENGISIAN 

Ko lorn Uraian 

2 Kolom 2 diisi tahapan penyaluran ke desa sebagai akibat adanya SiLPA di atas 30%, mengakibatkan adanya pengurangan penyaluran 
Dana Desa Tahap I 

3 Kolom 3 diisi dengan jumlah pagu Dana Desa setiap Desa 

4 Kolom 4 diisi dengan nomor SP2D penyaluran Dana Desa Tahap I 

5 Kolom 5 diisi dengan tanggal penyaluran Dana Desa Tahap I 

6 Kolom 6 diisi dengan jumlah Dana Desa Tahap I yang telah disalurkan 

7 Kolom 7 diisi dengan nomor SP2D penyaluran Dana Desa Tahap II 

8 Kolom 8 diisi dengan tanggal penyaluran Dana Desa Tahap II 

9 Kolom 9 diisi dengan jumlah Dana Desa Tahap II yang telah disalurkan 

1 0  Kolom 1 0  diisi dengan nomor SP2D penyaluran Dana Desa Tahap II 

1 1  Kolom 1 1  diisi dengan tanggal penyaluran Dana Desa Tahap II 

1 2  Kolom 1 2  diisi dengan jumlah Dana Desa Tahap II yang telah disalurkan 

1 3  Kolom 1 3  diisi dengan jumlah penyaluran Dana Desa Tahap I ,  Tahap II, d an  Tahap III 

14  Kolom 14  diisi dengan selisih antara pagu Dana Desa dengan total penyaluran Dana Desa 

1 5  Kolom 1 5  diisi dengan presentase total penyaluran Dana Desa 
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C. FORMAT LAPORAN KONSOLIDASI REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT DANA DESA 

LAPORAN KONSOLIDASI REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT DANA D ESA 
SAMPAI DENG AN TAHAP . . . . . . . . . . . .  TAHUN ANGGARAN . . . . . . . . . . . . .  . 

KABUPATEN / KOTA . . . . . . . . . . . _. ---------------- ----------------; 

Paeu Kabuoaten / Kota Ro . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

NO . URAIAN 

2 

1 .  DESA A 
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan 

1 .  Kegiatan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
2 .  dst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Bidang Pembangunan Desa 
1 .  Kegiatan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
2 .  dst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Bidang Pemberdayaan Masyarakat 
1 .  Kegiatan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

2 .  Penyertaan Modal 
dst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 
1 .  Kegiatan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

2 .  dst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

2. DESA B 
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan 

1 .  Kegiatan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

2 .  dst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Bidang Pembangunan Desa 
1 .  Kegiatan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

2 .  dst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Bidang Pemberdayaan Masyarakat 

1 .  Kegiatan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

2 .  Penyertaan Modal 

dst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 

1 .  Kegiatan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

dst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
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URAIAN 
OUTPUT 

3 

VOLUME ANGGARAN REALISASI SALDO 
% 

TENAGA DURASI UPAH 
OUTPUT CAPAIAN 

KERJA KET. 
OUTPUT 

Ro Ro Ro Orang Hari Ro 

4 5 6 7 = 5 - 6 8 9 1 0  1 1  12  
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LAPORAN KONSOLIDASI REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT DANA DESA 
SAMPAI DENG AN TAHAP . . . . . . . . . . . .  TAHUN ANGGARAN . . . . . . . . . . . . . .  

KABUPATEN/ KOTA . . . . . . . . . . . .  

Paim Kabuoaten / Kata Ro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

URAIAN VOLUME ANGGARAN REALISASI SALDO % 
TENAGA DURASI UPAH 

NO. URAIAN OUTPUT OUTPUT CAPAIAN 
KERJA 

KET. 
OUTPUT 

Ro Ro Ro Orang Hari Rp 

1 2 3 4 5 6 7 =  5 - 6  8 9 1 0  1 1  12  

3 .  DESA C 
dan seterusnya . . .  

JUMLAH 

(daerah) , (tanggal, bulan, tahun) 

KEPALA DAERAH/A.N. KEPALA DAERAH 

( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ) 
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PETUNJUK PENGISIAN 

Nomor Uraian 

1 . .  Kolom 2 diisi dengan rincian kegiatan setiap bidang 

2 Kolom 3 diisi dengan uraian output kegiatan 

3 Kolom 4 diisi dengan volume output 

4 Kolom 5 diisi dengan jumlah anggaran 

5 Kolom 6 diisi dengan jumlah realisasi 

6 Kolom 7 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi 

7 Kolom 8 diisi dengan prosentase capaian output dengan membagi jumlah yang telah terlaksana dengan volume output 

a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto 

b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara: 
- Penyelesaian kertas kerj a/kerangka acuan kerj a  yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi , target/ sasaran, dan anggaran, 

sebesar 30% 

- Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengaj ar, sebesar 50% 

- Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80% 
- Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto , sebesar 

1 00% 

8 Kolom 9 ,  1 0 ,  dan 1 1  dalam rangka pelaksanaan program cash for work yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada bidang 
Pembangunan Desa. 

9 Kolom 1 2  diisi dengan keterangan, misal : berapa output yang telah terlaksana (kuantitas) 
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D .  FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT DANA DESA 

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT DANA DESA 

Pam1 Desa 

1 .2 
1 . 2 . 1 

2. 1 
2 . 1 . 1  
2 . 1 . 2 

2.2 
2 . 2 . 1 
2 . 2 . 2  

2 . 3  
2 . 3 . 1 
2 . 3 . 2  

2.4 
2 . 4 . 1 
2 . 4 . 2  

2 . 5  
2 . 5 . 1 
2 . 5 . 2  

NOMOR 

1 
1 .  

2.  

DISTRIBUSI II 

Rn . 

URAIAN 

2 
PENDAPATAN 
Pendapatan Transfer 
Dana Desa 

TAHAP PERTAMA 
TAHAP KEDUA 

JUMLAH PENDAPATAN 

BELANJA BANTUAN KE DESA A 
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan 
Kegiatan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
dst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Bidang Pembangunan Desa 
Kegiatan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
dst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Bidang Pemberdayaan Masyarakat 
Kegiatan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
dst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 
Kegiatan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
dst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Bidang Tak Terduga 
Kegiatan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
dst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

JUMLAH BELANJA 

URAIAN 
OUTPUT 

3 

TAHAP . . . . . . . . . . . .  TAHUN ANGGARAN . . . . . . . . . . . . .  . 

VOLUME 
OUTPUT 

4 

PEMERINTAH DESA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
KECAMATAN . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

KABUPATEN/KOTA . . . . . . . . . . .  . 

CARA ANGGARAN REALISASI 
PENGADAAN 

Rn . Rn . 

5 6 7 

SISA 

Rn . 
8 = 6 -

7 

% 
CAPAIAN 
OUTPUT 

9 

TENAGA 
KERJA 

Orane-

1 0  

DURASI 

Hari 

1 1  

UPAH 
KET 

Rp 

1 2  1 3  
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URAIAN VOLUME CARA ANGGARAN REALISASI SISA 
% 

TENAGA 
NOMOR URAIAN 

OUTPUT OUTPUT PENGADAAN 
CAPAIAN 

KERJA 
DURASI UPAH KET 

Ro . Ro . Ro . 
OUTPUT 

Orang 

1 2 3 4 5 6 7 8 = 6 - 9 1 0  1 1  1 2  1 3  7 
3 . 1 . 2 Penyertaan Modal Desa 

- Modal Awa! 
- Pengembangan Usaha 
dst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . .  

JUMLAH PEMBIAYAAN 

JUMLAH 
(PENDAPATAN - BELANJA - Rp . 
PEMBIAYAAN) 

Disetujui oleh, 
(desa) , (tanggal, bulan, tahun) 

BENDAHARA DESA . . . . . . . .  KEPALA DESA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) 
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PETUNJUK PENGISIAN 

Nomor Uraian 

1 Kolom 1 diisi dengan Kade Rekening sesuai dengan APB Desa 

2 Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belartj a  clan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa 

3 Kolom 3 diisi dengan uraian output. Misal :  Pembangunan Jalan 

4 Kolom 4 diisi dengan jumlah volume output yang terdiri jumlah clan satuan output. Misal :  500 meter 

5 Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan. Misal: swakelola 

6 Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran 

7 Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi 

8 Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran clan realisasi 

9 Kolom 9 diisi dengan persentase capaian output dengan perhitungan sebagai berikut: 

a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan clan foto 

b .  Kegiatan non fisik dihitung dengan cara: 

- Penyelesaian kertas kerj a/kerangka acuan kerj a yang memuat latar belakang, tujuan,  lokasi, target/ sasaran, clan anggaran, 
sebesar 30%;  

- Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan clan konfirmasi pengajar, sebesar 50%; 

- Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%; clan 

- Laporan Pelaksanaan Kegiatan clan Foto , sebesar 1 00% 

1 0  Kolom 1 0 ,  1 1 , clan 1 2  dalam rangka pelaksanaan program cash for work yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada bidang 
Pembangunan Desa. 

1 1  Kolom 1 3  diisi dengan keterangan, misal : berapa output yang telah terlaksana (kuantitas) 
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E. FORMAT LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING KAB / KOTA 

SASARAN 

LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT KABUPATEN/KOTA 
TERHADAP SASARAN 1 .000 HARi PERTAMA KEH IDUPAN {HPK) 

PROVINS I KABU PATEN/KOTA : 
J U M LAH DESA/KEL DESA/KEL PADA KECAMATAN TAHUN : 

R E KAP ITU LAS I LAP O RAN DESA IBU HAM I L  ANAK 0 - 23 B U LA N  

G IZI K U RANG/ TOTA L  D ESA J M L  LA PO RAN % LAP O RAN K E K/ 
TOTAL TOTAL 

DALA M  KA B TK. D ESA TK. D ESA 

J U M LA H  TOTAL 

RU MAH TANGGA 

1 .000 H P K  REST! G IZI B U R U K/STUNTING 

J U M LA H  

R E KAP ITU LASI LA PORAN DESA 

SASA RA N 
>------------------< J U M LA H  TOTAL ANAK USIA 

TOTAL D ESA J M L  LAP O RAN 

DALA M  KA B TK. D ESA 

% LAP O RAN 

TK. D ESA 
0 - 23 B U LA N  

H IJAU 

{ N O RMAL) 

K U N I N G  

{ RES I K O  STUNTING) 

M E RAH 

{TE R I N D I KAS I  STUNTING) 

J U M LA H  

:;.[;��E� 3'.;,�E�ENGlOxPA'.N ·KON�ERGE�SI PAKE1ftAYANAN· PE��Si4HAN'ST�tJ'l'/NG BAGI ·1.000' H9K DAl:AM KAB,/KO:t:A 
R E KAP ITU LASI 

LA PORAN D ESA 
SASARAN I N D IAKTO R J M L  J U M LA H  

TOTAL D ESA LAPORAN % LAPORAN 
DALAM KAB 

TK. D ESA TK. D ESA 

1 P E R I KSA 4 KALI S E LAMA K E H A M I LAN 

2 M E N DA PAT DA N M E M I N U M  P I L  FE S E LAMA 90 HARi  

3 I B U  B E RSALI N M E N DAPAT LAYA NAN P E M E R I KSAA N N I FAS 3 KALI 

4 M E N G  I KUTI KONS E L I N G  G IZl/KE LAS I B U  M I N I MAL 4 KALI 
IBU HAMIL  

5 I B U  H A M I L  ( K E K/RESTI) M E N DAPAT K U NJ U N GAN RUMAH B U LANAN 

6 R U MA H  TANGGA I B U  HAM I L  M E M I LI K I  AKSES A I R  M I N U M  AMAN 

7 R U MAH TAN G GA I B U  HAM I L  M E M I LI K I  JA M BAN LAYAK 

8 M E M I LI K I  JAMI NAN KES E HATAN 

1 ANAK USIA <12 B U LAN M E N DAPAT I M U N ISAS I DASA R LE N G KAP 

2 DITI M BANG B E RAT BADAN RUTI N S ETIAP B U LAN 

3 D I U K U R  PANJANG/TI N G G I  BA DAN 2 KALI DALAM S ETA H U N  

LAi<l-tAKil. TOTAL. 4 O RA N G  TUA/P E NGAS U H  M E N G I KUTI KONS E L I N G  G IZI B U LANAN 
I ANAK USIA 

0-23 BULAN 5 KUJ U NGAN RU MAH BAG I ANAK G IZI B U R U K/ K U RAN G/STU NTI N G  

{0-2 
6 RU MAH TA NGGA ANAK 0-2 TH M E M I LI K I  AKSES A I R  M I N U M  AMAN TAHUN) 
7 RU MAH TANGGA ANAK 0-2 TH M E M I LI K I  JAM BAN LAY AK 

8 ANAK 0-2 TH JAM I NAN KESEHATA N 

9 ANAK 0-2 TH B U LAN AKTA LAH I R  

10 O RA N G  TUA/ P E NGAS U H  M E N G I KUTI PARE NTI NG B U LANAN (PAUD) 

ANAK 
1 ANAK >2-6 TAH U N  A KTI F DALA M KEGIATAN PAU D  M I N I MA L  80% >2-6 TAHUN 

<K0NVERGENSIDE�A DI K�BUPATEN/KOTA 
TOTAL D ESA DALAM KAB U PATEN J U M LAH D ESA D I  U K U R  J U M LAH D ESA > 2 0  % KOV E N R G ENSI  % ( PERSEN ) 

* D i  is i  m u l a i  ta h u n  ked u a  

N O  B l  DA NG/KEG I A  TAN 

1 B I DA N G  P E M BA N G U NAN D ESA 

2 B I DA N G  P E M B E RDAYAAN MASYARA KAT 

DISTRIBUSI II 

R E KAP ITU LASI LA PORAN D ESA 

TOTAL 

TOTAL DES 
J M L  

% LA PORAN ALOKASI DANA 

M KAB 
LA PO RAN TK. 

TK. D ESA DALA 
D ESA 

KEG IATAN 

KH USUS P E N CEGAHAN STUNTING 

ALOKASI DA NA % ( P E RS E N )  
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F. FORMAT LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TK. DESA 

LAPORAN KONVERGENSI  PENCEGAHAN STUNTING TING KAT DESA 
TERHADAP SASARAN 1 .000 HARi PERTAMA KEH I D U PAN (H PK} 

KABU PATEN : KECAMATAN : 
DESA : TAH U N  : 

TABEL 1. . JUMLAH SASARAN LOOO HPK ( IBU HAM I L  DAN ANAK 0-23 BULAN ) 
J U M LA H  TOTAL I B U  HAM I L  ANAK 0 - 2 3  B U LA N  

SASA RAN RUMAH TAN G G A  
TOTAL I K E K/RESTI I 

G IZ I  K U RA N G /  
TOTAL 1 .000 H P K  G IZI  B U R U K/STUNTING 

J U M LA H  I I 
TABE

.
L 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI  STUNTING) 

J U M LA H  TOTAL H IJAU K U N I N G  M E RA H  
SASARAN 

ANAK USIA 0 - 23 B U LA N  ( N O R MAL) ( RE S I K O  STUNTING) (TE R I N D I KASI  STUNTING) 

J U M LA H  

TABEL3.  KELENGKAPAN KONVERG ENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN STUNTING BAGI 1.000 HPK 

SASARAN I N D IAKTO R J U M LA H  % 

1 P E R I KSA 4 KALI S E LAMA K E H A M I LA N  

2 M E N DAPAT DAN M E M I N U M  P I L  FE S E LAMA 90 H A R i  

3 I B U  B E RSALI N M E N DAPAT LAYANAN P E M E R I KSAAN N I FAS 3 KALI 

4 M E N G I KUTI KO N S E L I N G  G IZl/KE LAS I B U  M I N I MAL 4 KALI 
IBU HAMIL  

5 I B U  H A M I L  ( K E K/RESTI)  M E N DAPAT K U N J U N G A N  RU MAH B U LA N A N  

6 RU MAH TA NGGA I B U  H A M I L  M E M I LI K I  AKSES A I R  M I N U M  AMAN 

7 R U M A H  TA N G G A  I B U  H A M I L  M E M I LI K I  J A M BA N  LAYAK 

8 M E M I LI K I  J A M I  NAN KES E H ATA N 

1 A N A K  USIA <12 B U LA N  M E N DAPAT I M U N ISAS I DASAR L E N G  KAP 

2 DITI M BA N G  B E RAT BADAN RUTI N S ETIAP B U LA N  

3 D I U K U R  PANJAN G/TI N G G I  BADA N  2 KALI DALA M  S ETA H U N  

4 O R A N G  TUA/P E N GAS U H  M E N G I KUTI KO N S E L I N G  G IZI B U LANAN 
LAKl-LAKI I TOTAL 

ANAK USIA I 
0-23 B ULAN 5 KUJ U N G A N  RU MAH BAG I ANAK G IZI  B U R U K/ KU RANG/STU NTI N G  

{0-Z TAHUN)  6 RU MAH TAN G G A  ANAK 0-2 TH M E M I LI K I  AKSES A I R  M I N U M  AMAN 

7 RU MAH TA N G G A  ANAK 0-2 TH M E M I L I K I  J A M  BAN LAY AK 

8 A N A K  0-2 TH J A M I NA N  KESEHATAN 

9 A N A K  0-2 TH B U LA N  AKTA LAH I R  

10 ORANG TUA/P E NGAS U H  M E N G I KUTI PARE NTI N G  B U LA N A N  (PAUD)  

ANAK 
1 A N A K  >2-6 TAH U N  A KTI F DALA M  KEGIATAN PAU D M I N I MAL 80% >2-6 TAHUN 

TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA 
J U M LA H  I N D I KATO R 

N O  SASA RAN 
YA N G  DITE R I MA S E HARUS NYA DITE R I M A  

TI N G KAT KONVE R G E N S I  

1 I B U  H A M I L  

2 A N A K  0-23 B U LA N  

TOTAL TINGKAT KONVERG ENSI DESA 

TABLE S'; , PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING 

N O  B l  DA NG/KEG IA TA N 

1 B I OA N G  P E M BA N G U NA N  DESA 

2 B I DA N G  P E M B E R DAYAAN MASYA RAKAT 

S alinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Biro Umum 

u . b .  

Kepala Bagian T. U .  Kementerian · • 

c;;__:::::=:====:::::!L.* -1-4/:J f :,� - •JI 
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